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CATATAN AKHIR TAHUN 2014
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS (LBH PERS)

“DAMPAK BURUK PEMUSATAN KEPEMILIKAN LEMBAGA PENYIARAN
DAN
ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI”

Dari beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh LBH Pers dalam kurun waktu
tahun 2014, masih terdapat beberapa penanganan perkara yang belum selesai dan masih
dalam proses hukum lembaga peradilan maupun mediasi di luar pengadilan. Dalam kurun
waktu 2014 ini, penanganan kasus yang ditangani oleh LBH Pers masih tidak berbeda jauh
dengan tahun sebelumnya dimana penanganan kasus ada yang berespon positif dan juga
negatif terhadap kemerdekaan pers melalui gugatan perdata dan atau penuntutan pidana
oleh JPU di pengadilan masih terjadi.

Dalam ranah perdata LBH pers sedang mengupayakan suatu upaya hukum berupa
gugatan terhadap untuk hal-hal yang berhubungan Kemerdekaan berpendapat dan
berbicara (freedom of speech), Kemerdekaan berekspresi (freedom of expression), dan
Kemerdekaan pers (freedom of the press) yang terancam oleh pemusatan kepemilikan
lembaga penyiaran, Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah
menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat.
terbatasnya pilihan masyarakat mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran,
akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat
Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi dan
pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran.

Gugatan yang dilakukan LBH pers selaku penerima kuasa dari Koalisi Independen
Demokratisasi Penyiaran (KIDP) yang saat ini telah mengajukan gugatan kepada
Kementrian Komunikasi dan Informatika terkait Kementerian komunikasi dan Informatika
sebagai regulator yang memberikan izin penyiaran akan tetapi dalam pemberian itu
kementrian Komunikasi dan Informatika tidak menjalankan autran yang telah ada di UU
Penyiaran mengenai lembaga penyiaran swasta yang memiliki izin penyiaran lebih dari satu

- di satu wilayah siaran. Disaat yang sama dengan gugatan yang berbeda LBH pers selaku

penerima kuasa dari KIDP juga melakukan gugatan terhadap kominfo terkait dengan
Permenkominfo No. 11/2011 dimana peraturan tersebut telah dibatalkan oleh mahkmah
agung akan tetapi Tergugat mengeluarkan peraturan baru yaitu Permenkominfo No
32/2013 yang mana isi dan subtansinya sama dengan Permenkominfo yang telah dibatalkan
Mahkamah Agung dan saat ini masih dalam proses persidangan.
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Dalam ranah pidana, pengaduan kasus dan tuntutan pidana terhadap pemberitaan
pada tahun 2014 ini tidak terlalu jauh dengan tahun sebelumnya. Walau tidak meningkat
tapi dengan adanya pemidanaan terhadap pers tetap saja ini merupakan bukti nyata bahwa
kriminalisasi terhadap pers masih ada di Indonesia. Ini dapat kita lihat dalam kasuspidana
terkait kicaun dari Benhan (Terlapor) di akun twitter miliknya yang mengomentari akun
twitter milik misbahkun politikus dari Partai Keadilan Sejahtera dan Benhan diduga telah
mencemarkan nama baiknya lewat komentarnya di Twitter yang mana melanggar UU ITE
dan KUHP perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri jakarta selatan pada februari
2014 dan begitu juga mengenai kriminalisasi terhadap Muh Arsyad Kasus ini bermula dari
dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Muh Arsyad (Terlapor/Tersangka) dalam status
Blackberry Messangernya yang dinilai terdapat muatan penghinaan terhadap Nurdin Halid
yang mana melanggar UU ITE dan KUHP. Saat ini Tersangka telah ditahan di Polda Sulawesi
Selatan dan saat ini sudah diputus oleh pengadilan Negeri makasar pada tahun 2014.

Kasus kriminalisasi pers di tahun 2014 masih banyak terjadi dan banyak
diantaranya dijerat dengan pasal 310 KUHP dan pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimana
pasal-pasal karet dari pidana pencemaran nama baik ini termasuk wilayah hukum abu-abu
(grey area) karena eksistensi penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah sifatnya
subjektif sekali.

Rekomendasi

Kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi, baik pemukulan maupun
perampasan alat kerja, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengharagai kinerja
wartawan. Sehingga hendaknya para pihak menghargai kehadiran wartawan di tengah
masyarakat dalam rangka mencari informasi secara bebas.

Polisi masih lemah dalam menerapkan UU Pers no. 40 tahun 1999, sehingga setiap
pemberitaan yang diproses melalui pidana polisi hanya memakai KUHP pasal 310 dan 311
serta 335, akan tetapi UU Pers no 40 tahun 1999 sama sekali tidak dipakai bahkan ditolak
oleh polisi dan juga jaksa.

Kondisi kebebasan pers di Indonesia sepanjang tahun2014, sangat memprihatinkan.
Kasus-kasus kekerasan fisik, dan nonfisik serta kasus hukum dan gugatan hukum terhadap
jurnalis masih dominan dan menjadi ancaman serius terhadap perlindungan jurnalis dan
medianya, Jelas menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di masa datang karena
menimbulkan ancaman bagi jurnalis dan media dalam melakukan pengawasan, koreksi, dan
kontrol sosial terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Maka diakhir
penghujung tahun 2014 ini LBH Pers memberikan rekomendasi catatan akhir tahun
sebagaimana berikut:

Il Menolak penguasaan pemusatan kepemilikan media penyiaran, LBH Pers

mengingatkan sentralisasi kepemilikan media akan mengakibatkan hak masyarakat
untuk mendapatkan informasi yang beragam menjadi terdistorsi;
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Menuntut kepada pemerintah untuk mencabut regulasi yang menghambat dan
mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekpresi di Indonesia khususnya
pasal 27 ayat 3 UU ITE yang terbukti hingga saat ini telah dipergunakan untuk
membungkam kritik dan kebebasan berekspresi melalui media online. LBHPers
mengingatkan jaminan terhadap kebebasan berekpresi merupakan amanat Konstitusi
(Pasal 28 F), Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta telah mendapat
jaminan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948;

Menolak tindakan kekerasan, upaya kriminalisasi terhadap pers. LBH Pers
mengingatkan terhadap karya jurnalistik sudah ada aturan hukum sendiri (spesialis)
yang mengatur permasalahan pers yakni Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang
Pers;

Menuntut aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) wuntuk
menggunakan undang-undang pers sebagai lex spesialis dalam menyelesaikan
setiap sengketa pers. Putusan Mahkamah Agung vyang sudah Inkracht dalam
memutus perkara pers hendaknya dijadikan rujukan oleh hakim-hakim lainnya dalam
mengadili perkara pers, serta menghentikan praktek impunitas terhadap pelaku
pembunuh dan kekerasan terhadap jurnalis;

Menyerukan kepada pihak-pihak yang keberatan / dirugikan isi pemberitaan
agar menempuh mekanisme yang tersedia sebagaimana diatur dalam UU Pers
No. 40 Tahun 1999, yakni melakukan hak jawab atau surat protes, mengadukan
kepada Dewan Pers, dan organisasi jurnalis dan;

Menuntut perusahaan media menghargai hak-hak karyawan untuk bebas
berserikat dan berkumpul serta menghindari terjadinya pemutusan hubungan
kerja.

Jakarta, 29 Desember 2014
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TABULASI DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PERS
TAHUN 2014"

Berdasarkan Bulan Kejadian
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Berdasarkan Wilayah/Provinsi

No 2014
1 Aceh 8
2 Sumatera Utara 15
3  Sumatera Barat 7
4 Riau 13
5 Kepulauan Riau 2
6 Jambi 1
7  Sumatera Selatan 2
8 Bangka Belitung 2
9 Lampung 4
10 DKl Jakarta 5
11 Banten 5
12 Jawa Barat 5
13 DK Yogyakarta 4
14 Jawa Timur 1
15 Sulawesi Utara 1
16 Sulawesi Tenggara 3
17 Papua 1
Total 79
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Identitas Kasus Berdasarkan Pelaku

No Pelaku 2014

1 Aparat _
a) Polisi 10
b) TNI 4

c) Pengawai Institusi Aparat
Aparat 18
2 PNS (Pejabat Pemerintah) 29
3 Warga Sipil/Preman 10
4 Pengusaha 3
5 Pegawai/Karyawan (swasta) 11
6 Politisi 5
7 Tidak Di kenal 2
Total 79
Pelaku
Tidak Di kenal
Politisi

PNS (Pejabat Pemerintah)
Pengusaha
Warga Sipil/Preman |

PNS (Pejabat Pemerintah)
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Bentuk Tindak Kekerasan

2
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Fisik Kekerasan Fisik
Non Fisik Menghalang-halangi
Pengrusakan & Perampasan
Ancaman Kekerasan
Pelecehan (Verbal)
Lainnya Perampasan Karya Jurnalistik
Kriminalisasi
Total
Bentuk Kekerasan
Kriminalisasi 7
Perampasan Karya Jurnalistik 1
Pelecehan (Verbal) 4

Ancaman Kekerasan
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SUMBER DATA INTERNET KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

http://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan/1.htm!

http://www.tempo.co/topik/masalah/353/Kekerasan-terhadap-Wartawan-Jurnalis

http://www.dewanpers.or.id/page/data/kasus/

http://www.merdeka.com/tag/k/kekerasan-pada-wartawan/

http://daerah.sindonews.com/topic/1390/kekerasan-terhadap-wartawan

http://www.liputan6.com/tag/kekerasan-terhadap-wartawan

http://www.indosiar.com/tag/kekerasan-wartawan

https://twitter.com/hashtag/savejurnalis

http://search.viva.co.id/search?m=art&qg=kekerasan+wartawan

http://Ibhperspadang.org/catatan-akhir-tahun-lbh-pers-padang-2014-kondisi-pers-dan-
kebebasan-berekspresi-di-sumatera/

http://www.tribunnews.com/search?q=kekerasan+wartawan&cx=partner-pub-
7486139053367666%3A4965051114&cof=FORID%3A10&ie=UTF-
8&siteurl=www.tribunnews.com

http://www.bbc.co.uk/indonesia/search/?g=kekerasan%20wartawan

http://mediaindependen.com/tag/kekerasan-pada-jurnalis

http://www.republika.co.id/search/kekerasan%20wartawan

http://www.voaindonesia.com/search/search2.aspx#art|wartawan|0]allzones|min|now|b
anner

http://www.antaranews.com/search?qg=kekerasan+wartawan

http://www.pikiran-rakyat.com/search/node/kekerasan%20wartawan




SUMBER DATA TABULASI KASUS KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN
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